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ABSTRAK 
A. Muhammad Farid Said (E21111277), Strategi Pemberdayaan UMKM 
Pada Dinas Koperindag Kabupaten Maros (Studi Kasus Pada Sektor 
Perdagangan), xv+72 Halaman+ 6 tabel+ 3 gambar+ 32 daftar pustaka 
(1995-2013). Dibimbing oleh Prof. Dr. Sangkala, M.A dan Drs. Luthfi 
Atmansyah, MA 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Dinas Koperindag 
dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang 
berfokus  pada sektor perdagangan. Hal ini dilatarbelakangi oleh munculnya 
pasar-pasar modern yang merambah ke pelosok-pelosok daerah, sehingga secara 
tidak langsung mematikan pasar-pasar tradisional. Sehingga hal ini berdampak 
pada pelaku UMKM yang menghasilkan produk dengan kualitas rendah tidak 
dapat bersaing dengan produk di pasar modern. Dalam hal ini mekanisme 
pemasaran yang menjadi salah satu tolak ukur dalam pengembangan UMKM. 
Selain itu pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperindag harus 
dimaksimalkan guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar dapat 
menghasilkan produk yang inovatif. Dalam memberdayakan usaha mikro, kecil 
dan menengah diperlukan tiga fase yaitu fase inisial, fase partisiptoris, dan fase 
emansipatoris.  
 Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu 
memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait keadaan 
yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Instrumen pengumpulan data adalah 
wawancara dan observasi pada lokasi dan juga berdasarkan 
dokumen/catatan/laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti. Fokus penelitian ini berdasarkan dari fase inisial, 
fase partisipatoris, fase emansipatoris.  
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi pemberdayaan Dinas 
Koperindag dalam memberdayakan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah tidak 
berjalan optimal. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah pada fase inisial 
cukup berperan dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan. Selanjutnya pada 
fase partisipatoris masyarakat dan pemerintah sudah berkolaborasi dalam 
mengembangkan UMKM. Sementara pada fase emansipatoris pemerintah masih 
terkendala pada penyediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan UMKM. 
 
Kata Kunci : Strategi Pemberdayaan, UMKM 
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ABSTRAK 
A. Muhammad Farid Said (E21111277), UMKM Empowerment Strategy 
In Koperindag Maros (Case Study On Trade sector), xv+ 72 pages+ 6 
tables+ 3 images+ 32 librarys (1995-2013). Supervised by Prof. Dr. 
Sangkala, M.A dan Drs. Luthfi Atmansyah, MA 
 This study aimed to describe the strategy Koperindag in empowering Micro, 
Small, and Medium Enterprises (UMKM) which focused on the trade sector. This 
is motivated by the emergence of modern markets which penetrated into rural 
areas, thus indirectly turn off traditional markets. So this impact on UMKM that 
produce low quality products can not compete with the products in the modern 
market. In this case the marketing mechanism which became one of the 
benchmarks in the development of UMKM. Moreover empowerment conducted by 
Koperindag should be maximized in order to increase the capacity of human 
resources in order to produce innovative products. In empowering micro, small and 
medium-needed three phases which initials, partisiptoris phase, and phase 
emancipatory. 
 This research method is descriptive qualitative that give an idea or proper 
explanation objectively related to the actual state of the object studied. Data 
collection instruments are interviews and observations on location and also based 
on documents / records / reports and legislation relating to the matter being 
investigated. The focus of this research is based on the initial phase, the phase of 
participatory, emancipatory phase. 
 These results indicate that the empowerment strategy Koperindag in 
empowering Small, Micro and Medium Enterprises is not running optimally. 
Empowerment undertaken by the government in the initial phase is quite a role in 
providing training and counseling. The next phase of participatory society and 
government have collaborated in developing UMKM. While the government is still 
constrained emancipatory phase of the provision of facilities and infrastructure in 
the development of UMKM. 
 
Keywords : Empowerment Strategy, UMKM 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
I. 1 Latar Belakang  
Pengaruh globalisasi yang melanda seluruh negeri menuntut untuk 
menjadikan kondisi kehidupan ekonomi suatu bangsa harus menjadi efektif, 
efisien, dan kompetitif. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia 
sebagai negara kepulauan terbesar  di dunia dengan jumlah penduduk pada 
tahun 2010 mencapai 237.641.326 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang begitu 
besar diharapkan mampu mengimbangi pembangunan diberbagai sektor dalam 
menopang pertumbuhan ekonomi negara. Namun data BPS pusat 
menunjukkan jumlah pengangguran di Indonesia  pada Agustus tahun 2010 
mencapai  8.319.779 jiwa. Cadangan devisa Indonesia pun masih 
kalah  banyak dengan cadangan  devisa negeri tetangga.  Ini membuktikan 
bahwa pemerintah masih mempunyai tugas yang begitu berat dalam 
mengentaskan proses pembangunan untuk mencapai kesejahteraan 
masyarakat.  
Tujuan dari pembangunan adalah untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan inovasi di dalam 
masyarakat tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkan rumusan kebijakan dari 
lembaga eksekutif maupun legislatif untuk menumbuhkembangkan industri 
dalam negeri sebagai prasyarat meningkatkan pendapatan negara. 
Perkembangan industri pada sebuah negera sangat menopang pertumbuhan 
ekonomi, sehingga salah satu strategi yang diambil oleh pemerintah adalah 
memberdayakan dan menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
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(UMKM) sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan. Sejarah telah 
menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia 
tetap eksis dan berkembang meski terjadi krisis ekonomi yang telah melanda 
negeri ini sejak tahun 1997. Hingga tahun 2011 UMKM mampu memberikan 
andil besar terhadap penerimaan negara dengan menyumbang 61,9% 
pemasukan produk domestik bruto (PDB) melalui pembayaran pajak, yang 
diuraikan sebagai berikut : sektor usaha mikro menyumbang 36,28% PDB, 
sektor usaha kecil 10,9%, dan sektor usaha menengah 14,7% melalui 
pembayaran pajak. Sementara itu, sektor usaha besar hanya menyumbang 
38,1% PDB melalui pembayaran pajak (BPS, 2011). 
Namun demikian, perkembangan UMKM di Indonesia masih 
dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya 
saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara 
lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan 
dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang 
ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UMKM 
dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada 
kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan 
lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis 
global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak 
kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenagakerjaan dan 
pungutan liar, korupsi dan lain-lain (Sudaryanto, Ragimun, dan Rina Wijayanti : 
Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean). 
Bahkan beberapa hasil penelitian (Nurhajati : 2005, hal 7) menyebutkan 
bahwa persoalan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
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sehingga sulit berkembang antara lain ketidakmampuan dalam manajemen, 
lemahnya kemampuan dalam pengambilan keputusan, kurang berpengalaman, 
dan lemahnya pengawasan keuangan. Menghadapi persoalan-persoalan 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah dikemukan di atas, 
pemerintah sebagai pihak penyelenggara negara telah melakukan berbagai 
upaya yang sekaligus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kinerja dan 
daya saing ekonomi Indonesia. Komitmen tersebut secara institusi ditunjukkan 
melalui pembentukan kementerian yang menangani Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) sejak zaman pemerintah orde baru. (Nursalam, 
Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM): 2010, hal 4). 
Selain itu, secara yuridis komitmen Pemerintah ditandai dengan adanya 
Undang-undang Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang bertujuan 
antara lain untuk mewujudkan peran usaha kecil sebagai tulang punggung serta 
memperkokoh struktur perekonomian nasional. Undang-undang tersebut 
ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 44 Tahun 1997 tentang 
Kemitraan sebagai salah satu bentuk upaya penciptaan iklim usaha melalui 
kerjasama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) dengan Usaha Besar. 
(Nursalam:2010 hal 5-6). 
Oleh karena itu, dalam peraktek Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 
seringkali berada dalam posisi yang lemah, maka Pemerintah berupaya untuk 
memperbaiki situasi ini secara yuridis melalui Undang-undang Nomor: 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Pembentukan dan peran serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) baik 
ditingkat pusat maupun daerah dalam membina dan mengembangkan Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga merupakan salah satu wujud 
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komitmen Pemerintah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 
Kebijakan perkreditan yang khusus diperuntukan bagi Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) untuk mengatasi kelemahan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk 
memperoleh akses terhadap sumber-sumber permodalan juga sudah banyak 
yang dilakukan. Banyak upaya yang sudah dilakukan Pemerintah yang 
bertujuan meningkatkan kinerja dan daya saing Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM). (Nursalam : 2010, hal 7). 
Upaya-upaya diatas secara garis besar menjadi bagian dari strategi 
pemerintah dalam meningkatkan perekonomian sekaligus kesejahteraan 
masyarakat. Strategi sebagai sebuah alat yang digunakan untuk menciptakan 
dan mengembangkan sumber daya dalam pencapaian tujuan organisasi, oleh 
karena itu penerapan strategi dapat menentukan hasil yang akan dicapai. 
Adapun strategi yang dimaksud disini adalah strategi manajemen dalam 
memberdayakan UMKM yang lebih berorientasi pada pengembangan strategi 
secara makro. Melihat kondisi kekinian tentunya peran seluruh stakeholder 
dalam implementasi dari strategi pemberdayaan tersebut sangat diharapkan. 
Lebih lanjut lagi mengenai hal yang akan dikaji lebih mendalam oleh 
penulis adalah bagaimana strategi pemberdayaan UMKM disektor 
perdagangan oleh Dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Maros. Hal demikian 
didasari oleh asumsi bahwa sektor perdagangan selama ini semakin 
berkembang pesat dengan mencakup hampir seluruh pelosok daerah 
kabupaten Maros. Data berikut menggambarkan  jumlah penyebaran UMKM 
tiap kecamatan se-Kabupaten Maros. 
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Tabel 1.1 Jumlah UMKM Yang Tersebar di Masing-Masing Kecamatan di   
Kabupaten Maros Tahun 2011 
NO. KECAMATAN JENIS USAHA JUMLAH TENAGA 
KERJA MIKRO KECIL MENENGAH BESAR 
1 LAU 1.785 187 1 2 1.975 5.257 
2 CAMBA 1.092 111 3 1 1.207 3.649 
3 MANDAI  2.149 375 13 - 2.546 6.581 
4 BONTOA  1.463 278 1 1 1.743 5.756 
5 MARUSU 1.784 484 6 4 20.242 6.107 
6 SIMBANG 1.351 108 - - 1.459 4.240 
7 CENRANA  1.047 54 2 - 1.103 4.599 
8 MALLAWA 607 48 1 - 656 2.518 
9 TANRALILI 1.942 124 1 1 2.068 5.496 
10 TURIKALE 3.311 1.311 52 16 4.690 16.610 
11 MAROS BARU 1.046 92 3 - 1.141 5.866 
12 TOMPOBULU 1.215 59 - 1 1.207 3.780 
13 BANTIMURUNG 2.346 165 5 5 2.521 8.854 
14 MONCONGLOE 877 19 13 9 2.546 3.086 
 JUMLAH  21.979 3.415 89 40 25.523 82.419 
Sumber : diskoperindag.maroskab.go.id (2011) 
Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah ditiap kecamatan mencapai angka yang cukup besar, 
terutama pada jenis usaha mikro dengan angka diatas seribu.  Selain itu 
perkembangan tersebut membawa dampak yang positif terhadap penyerapan 
tenaga kerja di daerah hingga mencapai ribuan orang, sehingga ini dapat 
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berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Data 
lain juga menunjukkan sejauh mana tingkat perkembangan UKM disektor 
perdagangan di Kabupaten Maros yang dianggap berkembang pesat dibanding 
sektor lainnya. 
Tabel 1.2 Pertumbuhan Sektor Usaha di Kabupaten Maros tahun 2011 
SEKTOR USAHA JUMLAH SEKTOR USAHA PERTUMBUHAN 
2010 2011 JUMLAH PERSENTASE 
Sektor Perdagangan 4.700 4.976 276 5,54 
Industri Pertanian 59 63 4 6,34 
Sektor Industri 460 488 28 5,73 
Aneka Usaha 40 50 10 2 
JUMLAH 5.259 5.577 318 57 
Sumber : diskoperindag.maroskab.go.id (2011) 
Berdasarkan data-data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 
perkembangan UMKM di Kabupaten Maros menjadi hal yang menarik dikaji 
karena bidang ini menjadi salah satu fokus pembangunan dengan 
meberdayakan masyarakat. Akan tetapi muncul masalah yang menjadi 
hambatan dalam perkembangan UMKM disektor perdagangan tersebut, 
diantaranya adalah mekanisme pemasaran produk maupun jasa yang 
dihasilkan. Hal ini didasarkan pada perkembangan pasar modern yang tak bisa 
terbendung dan memiliki strategi yang jauh lebih inovatif dibanding usaha-
usaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu, keberadaannya yang mampu 
menghadirkan kebutuhan konsumen dengan fasilitas yang lebih baik, dikelola 
dengan lebih professional dan harga yang lebih murah, dikuatirkan dapat 
mempengaruhi peran pasar tradisional di masyarakat. Hasil observasi yang 
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dilakukan oleh penulis di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan pasar 
tradisional dari satu sisi memang banyak memiliki kekurangan seperti lokasinya 
yang kadang mengganggu lalu lintas, kumuh, kurang tertata, dan lain-
lain.Sehingga hal tersebut menjadi salah satu hambatan terbesar terhadap 
perkembangan UMKM di Kabupaten Maros. 
Selain itu kedudukan beberapa pasar modern yang letaknya saling 
berdekatan disepanjang jalan dan berdekatan pula dengan pasar tradisional di 
Maros. Berdasarkan data pasar dari Dinas KOPERINDAG terdapat 25 Pasar 
Tradisional, namun yang masih aktif ada 18 Pasar dan 20 Pasar Modern yang 
terdapat di Kabupaten Maros. Dari beberapa Minimarket dan Swalayan tersebut 
saling menawarkan pelayanan yang lebih baik dari pasar tradisional yang ada, 
selain pelayanan mereka juga menawarkan harga yang relatif lebih rendah, 
variasi barang yang banyak, tempat belanja yang  nyaman. Mereka saling 
berusaha untuk menambah fasilitas dan meningkatkan kualitas pelayanan 
menurut persepsinya masing-masing. 
Adapun jumlah pasar tradisional yang tersebar di Kabupaten Maros 
terdiri dari 18 pasar yaitu Pasar Sentral Maros, Pasar Pakalu, Pasar Bulu-bulu, 
Pasar Batangase, Pasar Barandasi, Pasar Carangki, Pasar Camba, Pasar 
Bengo, Pasar Mallawa, Pasar Ammarang, Pasar Panjalingan, Pasar 
Panaikang, Pasar Bonto Kappang, Pasar Batu Napara, Pasar Jembatan Keru, 
Pasar Masale, Pasar Pute, Pasar Tramo Butta Salewangan sedangkan Pasar 
Modern yaitu Alfa Mart, Alfa Midi, Indomart, Plaza, Indokarsa. Menurut data dari 
Dinas Koperindag hingga tahun 2011 jumlah pedagang kecil mencapai 10.866 
usaha, pedagang menengah sekitar 604 usaha, dan padagang besar sekitar 
338 dengan menyerap sekitar angka 48.751 orang (diskoperindag.kab.maros).  
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Dengan melihat bahwa jumlah pedagang UMKM yang cukup besar 
memang menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. 
Mengingat kegiatan perdagangan UMKM tersebut merupakan pilar yang 
menopang PAD Kabupaten Maros. Dengan demikian penulis tertarik 
mengambil judul penelitian yaitu “STRATEGI PEMBERDAYAAN UMKM 
PADA DINAS KOPERINDAG KABUPATEN MAROS (Studi Kasus Pada 
Sektor Perdagangan)”. 
I. 2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis 
dapat mengambil rumusan masalah, yaitu :  
 Bagaimana strategi Dinas KOPERINDAG di Kabupaten Maros dalam 
memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada 
sektor perdagangan ? 
I. 3 Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah  
 Menganalisis strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah 
(UMKM) oleh Dinas KOPERINDAG di Kabupaten Maros yang dapat 
dilihat melalui tiga fase yakni fase inisial, fase partisipatoris, dan fase 
emansipatoris.  
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I. 4 Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu : 
1. Manfaat Akademis  
 
 Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 
wawasan baru bagi dunia pendidikan, serta memperkaya hasil 
penelitian tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 
2. Manfaat Praktis 
 
 Penelitian ini digunakan sebagai wahana untuk mengkaji secara 
ilmiah gejalah-gejalah ekonomi yang ada dalam dunia nyata 
berdasarkan teoriteori yang pernah diperoleh. Adapun temuan 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi calon 
peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dibidang Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan juga 
mengembangkannya dibidang lainnya. 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
II.  1 Konsep Strategi  
II. 1.1 Defenisi Strategi 
Strategi pertama kali digunakan dalam dunia militer, sedangkan 
organisasi baru mulai mengadopsinya pada pertengahan tahun 60-70an. Salah 
satu alasan mengapa pentingnya mempelajari strategi adalah strategi sebagai 
suatu kerangka kerja (frame work) dapat digunakan untuk menyelesaikan 
setiap masalah yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan, terutama 
yang berkaitan dengan persaingan. Guna memahami konsep strategi terkait 
dengan penelitian ini, maka berikut beberapa defenisi mengenai strategi : 
Strategi itu sendiri berasal dari istilah Yunani, strategos, memiliki arti 
harfiah “jenderal”. Sehingga, secara harfiah pula, strategi dimaknai sebagai seni 
berperang para jenderal yang memimpin suatu peperangan. Sebagaimana 
dikatakan oleh Robert Ernest Wood, Ketua Dewan Komisaris Sears, Roebuck 
& Co, dalam satu segi, bisnis atau usaha merupakan medan pertempuran. 
Dalam pengertian kekinian, strategi terkait erat dengan bagaimana manajemen 
puncak suatu organisasi atau perusahaan yang harus mengatur siasat 
sedemikian rupa sehingga persaingan yang ketat mampu dimenangkan.  
Begitu pula yang ditegaskan oleh Chandler (1962:13) yang pertama kali 
mendefenisikan strategi menyebutkan bahwa “Strategi adalah tujuan jangka 
panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua 
sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut.” 
Learned, Christensen, Andrew, dan Guth (1965) menyatakan bahwa 
strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan 
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demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut 
harus ada atau tidak ada.  
Argyris (1985), Mintzberg (1979), Steirner dan Miner (1977) 
menyatakan strategi merupakan respon—secara terus-menerus maupun 
adaptif—terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan 
kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.  
Andrew (1980), Chaffe (1985) mengemukakan strategi adalah kekuatan 
motivasi untuk stakeholders, seperti stakeholders, debtholders, manajer, 
karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah, dan sebagainya, yang baik 
secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya 
yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.  
Hammel dan Prahalad (1995) menyatakan strategi merupakan tindakan 
yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus dan 
dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para 
pelanggan di masa depan. Dengan demikian perencanaan strategi hampir 
selalu dimulai dari “apa yang dapat terjadi”, bukan dimulai dari “apa yang 
terjadi”. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola 
konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu 
mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan. 
Dari pengertian-pengertian strategi yang dikemukakan diatas penulis 
dapat menyimpulkan bahwa strategi adalah tindakan yang diambil dari 
beberapa pilihan yang kemudian diputuskan oleh perusahaan atau organisasi 
secara terus-menerus guna mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. 
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II. 1.2 Tipe-tipe Strategi 
Pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe 
strategi yaitu, strategi manajemen, strategi investasi dan strategi bisnis.  
II. 1.2.1 Strategi Manajemen  
Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh 
manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro 
misalnya, strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, 
strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai 
keuangan, dan sebagainya. 
II. 1.2.2 Strategi Investasi  
Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada 
investasi. Misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi 
pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, 
strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divsi baru atau 
strategi divestasi, dan sebagainya. 
II. 1.2.3 Strategi Bisnis 
Strategi bisnis ini sering juga disebut strategi bisnis secara 
fungsional karena strategi ini ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan 
manajemen, misalnya, strategi pemasaran, strategi produksi atau 
operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi-strategi 
yang berhubungan dengan keuangan. 
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II. 1.3 Tahap Formulasi Strategi  
Tahap formulasi atau pelaksanaan strategi diawali oleh perumusan 
visi,misi dan nilai. Kemudian dilanjutkan menentukan dengan 
menganalisis/melakukan pencermatan lingkungan internal dan eksternal. 
Aplikasi untuk menentukan strategi utam berdasarkan konsep Fred R. David 
dilakukan melalui pemakaian beberapa matriks dengan tiga tahap pelaksanaan 
sebagai berikut:  
II. 1.3.1 Tahap 1: The Input Stage (tahap masukan)  
Semua informasi dasar mengenai faktor internal dan eksternal 
perusahaan yang dibutuhkan dalam merumuskan strategi dirangkum oleh 
pembuat strategi. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua 
teknik formulasi strategi, yaitu : 
1. Matriks External Factor Evaluation (EFE) 
Matriks EFE digunakan untuk mengevaluasi faktor eksternal 
perusahaan. Data eksternal dikumpulkan untuk menganalisis 
hal-hal menyangkut persoalan: ekonomi, sosial, budaya, 
lingkugan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi, persaingan di 
pasar industri di mana perusahaan berada. Hal ini penting 
karena faktor eksternal berpengaruh secara langsung dan tidak 
langsung terhadap perusahaan.  
2. Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) 
Matriks IFE digunakan untuk mengetahui faktor internal 
perusahaan berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang 
dianggap penting. Data dan informasi aspek internal perusahaan 
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dapat digali dari beberapa fungsional perusahaan, misal dari 
aspek: manajemen, keuangan, SDM, pemasaran. Pada 
prinsipnya tahapan kerja IFE matriks sama dengan EFE matriks. 
II. 1.3.2 Tahap 2: The Matching Stage (tahap pencocokan) 
Pembuat strategi melakukan identifikasi alternatif strategi 
dengan mencocokan informasi input berupa faktor eksternal dan internal 
yang diperoleh pada tahap input. Pada tahap pencocokan ini, dilakukan 
identifikasi hanya dengan menggunakan matriks SWOT (Strenghts, 
Weaknesses, Opportunities, dan Threat).  
Matriks Threats- Opportunities- Weaknesses-Strenghts (TOWS) 
penting untuk membantu manajer mengembangkan empat tipe strategi 
yaitu :  
1. Strenghts-Opportunities (SO) : mengembangkan strategi 
dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk mengambil manfaat 
dari peluang (O) yang ada. 
2. Weaknesses-Opportunities (WO) : mengembangkan strategi 
dalam memanfaatkan peluang (O) untuk mengatasi 
kelamahan (W) yang ada. 
3. Strenghts-Threats (ST) : mengembangkan strategi dalam 
memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman (T). 
4. Weaknesses-Threats (WT) : mengembangkan strategi dalam 
mengurangi kelamahan (W) dan menghindari ancaman (T). 
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II. 1.3.3 Tahap 3: Decision Stage (tahap kelanjutan)  
Metode yang dipakai adalah menggunakan Quantitative 
Strategic Planning Matrix (QSPM). QSPM merupakan teknik yang secara 
obyektif dapat mendapatkan strategi alternatif yang diprioritaskan. 
Metode ini adalah alat yang direkomendasikan bagi para ahli strategi 
untuk melakukan evaluasi pilihan strategi alternatif secara objektif, 
berdasarkan faktor kunci kesuksesan internal-eksternal yang telah 
diidentifikasikan sebelumnya.  
Secara konseptual, tujuan metode ini untuk menetapkan 
kemenarikan relatif dari strategi yang bervariasi yang telah dipilih, untuk 
menentukan strategi mana paling baik untuk di implementasikan. 
Komponen utama dari QSPM terdiri dari : Key Factors, Strategic 
Alternatives, Weights, Attractiveness Score (AS), Total Attractiveness 
Score (TAS), dan Sum Attractiveness Score.   
II. 1.4 Formulasi Strategi Dalam Analisis SWOT  
 
Siapa pun yang sudah bisa berkecimpung dalam kegiatan perumusan 
strategi perusahaan dan menjadi pelaku dalam proses pengambilan keputusan 
dalam suatu organisasi pasti mengetahui bahwa analisis “SWOT” merupakan 
salah satu instrumen analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat. 
Telah diketahui pula secara luas bahwa “SWOT” merupakan akronim untuk 
kata-kata “Strengths,” (Kekuatan), “Weaknesses,” (Kelemahan), 
“Oportunities,” (Peluang), “Threats,” (Ancaman). Faktor kekuatan dan 
kelemahan terdapat dalam tubuh suatu organisasi—termasuk satuan bisnis 
tertentu—sedangakan peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor 
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lingkungan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan atau satuan bisnis 
yang bersangkutan. Jika dikatakan bahwa analisis “SWOT” dapar merupakan 
instrumen yang ampuh dalam melakukan analisis stratejik, keampuhan tersebut 
terletak pada kemampuan para penentu strategi perusahaan untuk 
memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga 
sekaligus berperan sebagai alat untik minimalisasi kelemahan yang terdapat 
dalam tubuh organisasi dan menekan dampak ancaman yang timbul dan harus 
dihadapi. Jika para penentu strategi perusahaan mampu melakukan kedua hal 
tersebut dengan tepat, biasanya upaya untuk memilih dan menentukan strategi 
yang efektif membuahkan hasil yang diharapkan (Sondang P.Siagian, 2004 
(hal:172-174).   
Faktor-faktor Berupa Kekuatan. Yang dimaksud dengan faktor-faktor 
kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan – termasuk satuan-satuan bisnis 
di dalamnya—adalah antara lain kompetensi khusus yang terdapat dalam 
organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit 
usaha di pasaran. Dikatakan demikian karena satuan bisnis memiliki sumber, 
keterampilan, produk andalan dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat 
dari para pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah dan 
direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan. Contoh-
contoh bidang-bidang keunggulan itu  antara lain ialah kekuatan pada sumber 
keuangan, citra positif, keunggulan kedudukan di pasar, hubungan dengan 
pemasok, loyalitas pengguna produk dan kepercayaan para berbagai pihan 
yang berkepentingan.  
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Faktor-faktor Kelemahan. Jika orang berbicara tentang kelemahan yang 
terdapat dalam tubuh suatu satuan bisnis, yang dimaksud ialah keterbatasan 
atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan dan kemampuan yang 
menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang 
memuaskan. Dalam praktek, berbagai keterbatasan dan kekurangan 
kemampuan tersebut bisa terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki atau 
tidak dimiliki, kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan pemasaran 
yang tidak sesuai dengan tuntunan pasar, produk yang tidak atau kurang 
diminati oleh para pengguna atau calon pengguna dan tingkat perolehan 
keuntungan yang kurang memadai.  
Faktor Peluang. Definisi sederhana tentang peluang ialah “berbagai 
situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis.” Yang 
dimaksud dengan berbagai situasi tersebut antara lain ialah:  
a) kecenderungan penting yang terjadi di kalangan pengguna produk ,    
b) identifikasi suatu segmen pasar yang belum mendapat perhatian,  
c) perubahan dalam kondisi persaingan,  
d) perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang  
e) membuka berbagai kesempatan baru dalam kegiatan berusaha, 
f) hubungan dengan para pembeli yang “akrab,” dan  
g) hubungan dengan pemasok yang “harmonis.” 
Faktor Ancaman. Pengertian ancaman merupakan kebalikan pengertian 
peluang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ancaman “adalah faktor-
faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis.” Jika tidak 
diatasi, ancaman akan mnejadi “ganjalan” bagi satuan bisnis yang 
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bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun di masa depan. Berbagai 
contoh, antara lain adalah:  
a) masuknya pesaing baru di pasar yang sudah dilayani oleh satuan 
bisnis,  
b) pertumbuhan pasar yang lamban, 
c) meningkatnya posisi tawar pembeli produk yang dihasilkan, 
d) menguatnya posisi tawar pemasok bahan mentah atau bahan baku 
yang diperlukan untuk proses lebih lanjut menjadi produk tertentu,  
e) perkembangan dan perubahan teknologi yang belum dikuasai, 
f) perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya 
restriktif. 
Gambar 2.1 Matriks Swot 
Berbagai Peluang   
                      3.  Mendukung                   1.  Mendukung 
                                                                    Strategi turn-around           Strategi Agresif 
  Kelemahan Internal                                                                   Kekuatan Internal 
1. Mendukung                    2. Mendukung  
                           Strategi Defensif                Strategi diversifikasi 
Berbagai Ancaman 
Sumber : Freddy Rangkuti (Analisis SWOT:1997 hal19-20)  
 
 Kuadran 1 : Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan.        
Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat 
memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam 
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kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif 
(Growth oriented strategy).  
 Kuadran 2 : Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini 
masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan 
adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka 
panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar). 
 Kuadran 3 : Perusahaan menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi di 
lain pihak, ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Kondisi 
bisnis pada kuadran 3 ini mirip Question Mark pada BCG matrik. Fokus 
strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal 
perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. 
Misalnya, Apple menggunakan strategi peninjauan kembali teknologi yang 
dipergunakan dengan cara menawarkan produk-produk baru dalam 
industri Microcomputer.  
 Kuadran 4 : Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, 
perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan 
internal.  
II.  2 Konsep Pemberdayaan 
II. 2.1 Pengertian Pemberdayaan  
Secara etimologis, Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata 
empowerment, yang berasal dari kata empower yang mengandung dua 
pengertian: (i) to give power to (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan 
atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain). (ii) to give ability to, enable 
(usaha untuk memberi kemampuan). Judistira K Garna (2000:3) 
mengemukakan penggunaan istilah pemberdayaan dan memberdayakan dari 
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bahasa Inggris Empowerment dan empower mengandung dua arti pengertian 
pertama adalah...to give power or authority to dan pengertian kedua berarti...to 
give ability to or enable. Dalam perngertian pertama diartikan sebagai memberi 
kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas ke pihak 
lain, sedangkan dalam pengertian kedua sebagai upaya untuk memberikan 
kemampuan atau keberdayaan. 
Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep 
mengenai kekuasaan. Kekuasaaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan 
kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari 
keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa 
kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini 
mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau 
tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian 
di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir 
dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi 
sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. 
Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah 
proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata 
lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada 
dua hal:  
1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat 
berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. 
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada 
pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.  
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Masih tentang konsep pemberdayaan, Sumodiningrat (1996), 
mengemukakan “Ada dua pengertian pemberdayaan yang saling terkait, 
masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus dibedayakan, 
dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. 
“Pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan memberikan 
kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk ikut serta dalam proses 
pembengunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama dan menikmati 
hasil pembangunan tersebut sesuai kemampuannya.”  
Upaya pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi : Pertama, menciptakan 
suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Kedua, 
memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, upaya 
yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan 
serta akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, 
teknologi, lapangan pekerjaan dan pasar. Ketiga, pemberdayaan melalui 
pengembangan ekonomi rakyat berarti mencegah dan melindungi masyarakat 
dari kesenjangan ekonomi serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan 
antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.  
Sementara itu Totok dan Poerwoko (2013:14) memberikan defenisi 
pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk 
memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan 
dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk 
individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai proses, 
pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh 
kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan 
guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok dan 
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masyarakat dalam arti luas). Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan 
dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/upgrade 
utilitas dari obyek yang diberdayakan.  
Apabila berpijak pada kebijakan pemerintah yang mengacu pada 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, pemberdayaan 
didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, 
dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan 
pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat 
dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Iklim usaha ini dimaksudkan 
adalah kondisi yang diupayakan pemerintah berupa penetapan berbagai 
peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek 
kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang 
sama, dan dukungan berusaha seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi 
usaha yang tangguh dan mandiri. Sedangkan pembinaan dan pengembangan 
adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat 
melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan 
meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan 
mandiri.    
Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Pranaka dan Priyono 
(1996) dapat dilakukan dalam 3 (tiga) fase, yaitu fase inisial, fase partisipatoris, 
dan fase emansipatoris. Pada fase inisial, semua proses pemberdayaan 
berasal dari pemerintah, oleh pemerintah dan diperuntukan bagi masyarakat. 
Pada fase ini masyarakat bersifat pasif, melaksanakan apa yang direncanakan 
pemerintah dan tetap tergantung kepada pemerintah. Pada fase partisipatoris, 
proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh 
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pemerintah bersama masyarakat, dan diperuntukan bagi masyarakat. Pada 
fase ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan 
untuk menuju kemandirian. Kemudian ketika fase emansipatoris, proses 
pemberdayaan berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk 
masyarakat dengan dukungan oleh pemerintah. Pada fase ini masyarakat 
sudah menemukan kekuatan dirinya, sehingga dapat melakukan kekuatan 
dirinya, sehingga dapat melakukan pembaharuan dalam mengaktualisasikan 
diri.  
Pemberdayaan masyarakat seharusnya mempunyai nilai kesetaraan, 
bahwa masyarakat juga harus diberi kesempatan dalam proses pengambilan 
keputusan mulai dari tahap identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, monitoring, dan evaluasi, sehingga masyarakat dapat 
memelihara keberlanjutan kegiatan dan dapat mempertanggungjawabkan 
secara terbuka apa yang telah diputuskan bersama. Pembangunan yang 
berorientasi pada masyarakat semestinya memberikan kesempatan kepada 
setiap anggota masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan 
dengan mendapatkan kesempatan yang sama dan menikmati hasil 
pembangunan tersebut. Syarat dari keikutsertaan seluruh anggota masyarakat, 
selain peluang dan akses yang sama. Konsekuensiya, masyarakat harus 
berdaya untuk berperan serta dalam pembangunan. Maka adalah sebuah 
keharusan memulai konsep pembangunan tersebut dengan apa yang 
dinamakan dengan pemberdayaan masyarakat. Untuk mendorong terwujudnya 
masyarakat yang berdaya perlu sekiranya dilakukan upaya pemberdayaan 
masyarakat yang lebih komprehensif serta berorientasi jauh kedepan dan 
berkelanjutan (sustainable). 
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II. 2.2 Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat 
Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program 
pemberdayaan yaitu prinsip keseteraan, partisipasi, keswadayaan atau 
kemandirian, dan berkelanjutan. Adapun lebih jelasnya adalah sebagai berikut:  
1. Prinsip Kesetaraan 
Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan 
masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan 
antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program 
pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.  
Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan 
mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, 
serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui 
kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.  
2. Partisipasi  
Program pembedayaan yang dapat menstimulasi kemandirian 
masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, 
dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun untuk 
sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan 
yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap 
pemberdayaan masyarakat.  
3. Keswadayaan atau kemandirian  
Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan 
kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak 
memandang orang miskin sebagai obyek yang tidak berkemampuan 
(the have not), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan 
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sedikit (the have little). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, 
pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, 
mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, 
serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. 
Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses 
pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus 
dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru 
melemahkan tingkat keswadayaannya.  
Prinsip “mulailah dari apa yang mereka punya”, menjadi panduan 
untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan 
teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas 
sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada 
masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk 
menyelesaikan masalah yang dihadapi. 
4. Berkenlanjutan  
Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, 
sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding 
masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping 
akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat 
sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.  
Selain prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip pemberdayaan 
menurut perspektif pekerjaan sosial. Pemberdayaan adalah proses 
kolaboratif, karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerja 
sama sebagai partner. Adapun prinsip tersebut adalah: 
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1. Proses pekerjaan sosial menempatkan masyarakat sebagai aktor 
atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-
sumber dan kesempatan kesempatan. 
2. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen 
penting yang dapat mempengaruhi perubahan.  
3. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, 
khususnya pengalaman yang memberikan persaan mampu pada 
masyarakat. 
4. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi kasus, harus beragam dan 
menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang 
berada pada situasi masalah tersebut. 
II.  3 Landasan Hukum 
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki landasan hukum 
berupa Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan berdasarkan dari TUPOKSI 
masing-masing dan PP RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha,Kecil, dan Menengah. 
Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian dengan dasar hukum pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 
1945 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai 
usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terdiri atas 11 bab dan 44 pasal 
yang membahas antara lain tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, prinsip 
dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan 
usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, koordinasi dan pengendalian 
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pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta sanksi administratif 
dan ketentuan pidana, ketentuan penutup.  
II. 4. Kerangka Pikir  
Kerangka pikir ialah penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek 
permasalahan. Kerangka konsep disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan 
hasil penelitian yang relevan. Kerangka pemikiran ini melihat strategi Dinas 
KOPERINDAG dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM). Selain itu juga mengacu pada konsep Pranarka dan Priyono tentang 
tiga fase yang harus dilakukan dalam memberdayakan masyarakat atau 
kelompok.  
Dinas KOPERINDAG Kabupaten Maros dalam merancang formulasi 
strategi menggunakan analisis SWOT sebagai metode perencanaan dalam 
mengkaji segala isu-isu yang terkait. Hal tersebut sesuai dengan konsep yang 
dikemukakan oleh Pranaka dan Priyono dalam merumuskan strategi 
pemberdayaan dengan berlandaskan pada Undang-Undang dan Tupoksi yang 
ada. Adapun konsep Pranaka dan Priyono (1996) yang dimaksud terbagi 
dalam 3 (tiga) fase, yaitu fase inisial, fase partisipatoris, dan fase emansipatoris. 
Pada fase inisial, semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, 
oleh pemerintah dan diperuntukan bagi masyarakat. Pada fase ini masyarakat 
bersifat pasif, melaksanakan apa yang direncanakan pemerintah dan tetap 
tergantung kepada pemerintah. Pada fase partisipatoris, proses pemberdayaan 
berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama 
masyarakat, dan diperuntukan bagi masyarakat. Pada fase ini masyarakat 
sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju 
kemandirian. Kemudian ketika fase emansipatoris, proses pemberdayaan 
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berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan 
dukungan oleh pemerintah. Pada fase ini masyarakat sudah menemukan 
kekuatan dirinya, sehingga dapat melakukan kekuatan dirinya, sehingga dapat 
melakukan pembaharuan dalam mengaktualisasikan diri.  
Pemberdayaan (empowerment) pada dasarnya mengacu pada usaha 
menumbuhkan keinginan kepada seseorang dan pemberian peluang serta 
kesempatan bagi bawahan untuk mengaktualisasikan diri, meningkatkan 
potensi dan kemampuan yang dimiliki, serta memberikan pengalaman 
psikologis yang membuat seseorang merasa berdaya.   
Pemberdayaan yang harus dilakukan adalah bagaimana pemerintah dan 
stakeholdes lainnya mampu bersinergi dalam merencanakan program, 
melaksanaan, dan mengawasi. Menciptakan masyarakat berdaya menuju 
masyarakat mandiri merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, 
swasta maupun mayarakat melalui mekanisme kemitraan yang serasi dan 
seimbang. Ide dasar kemitraan tersebut dimunculkan sebagai kritik pendekatan 
pembangunan yang bersifat top-down, yang kemudian memposisikan 
pemerintah sebagai aktor dominan, dan membiarkan sikap ke-acuh-tak acuhan 
pihak swasta terhadap proses pemberdayaan kaum lemah. Pemberdayaan 
masyarakat seharusnya mempunyai nilai kesetaraan, bahwa masyarakat juga 
harus diberi kesempatan dalam proses pengambilan keputusan mulai dari 
tahap identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan 
evaluasi, sehinggamasyarakat dapat memelihara keberlanjutan kegiatan dan 
dapat mempertanggungjawabkan secara terbuka apa yang telah diputuskan 
bersama. 
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Ketika telah menerapkan konsep dari Pranaka dan Priyono, maka Dinas 
KOPERINDAG akan mengambil langkah yang dianggap strategis untuk 
memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada sektor perdagangan 
guna merangsang pertumbuhan ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari 
proses pembangunan nasional. 
Adapun yang menjadi gambaran dari kerangka pemikiran dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada  gambar 2.2 sebagai berikut : 
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategi Dinas  
Koperindag 
Fase Emansipatoris Fase Partisipatoris Fase Inisial 
Peningkatan Pendapatan 
Ekonomi Rakyat 
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BAB III 
METODE PENELITIAN  
III.  1.Pendekatan dan Jenis Penelitian  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang 
bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari 
kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri 
atau satu variabel, yaitu tanpa membuat perbandigan atau menghubungkan 
dengan variabel yang lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti belum memiliki 
gambaran akan defenisi atau konsep penelitian. Penelitian akan mengajukan 
what untuk menggali informasi yang lebih jauh.  
III.  2.Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas KOPERINDAG sebagai lembaga 
instansi pemerintah yang menangani pemberdayaan masyarakat yang salah 
satunya di sektor perdagangan.  
III.  3.Fokus Penelitian 
Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka pemikiran. 
Adapun fokus dalam penelitian ilmiah ini adalah menggunakan pendekatan 
strategi dalam melakukan kajian tentang UMKM. Kemudian strategi yang 
dimaksud adalah strategi pemberdayaan yang diorientasikan pada 
pengembangan usaha kecil, mikro dan menengah. Strategi pemberdayaan 
akan ditentukan dengan pendekatan sasaran/tujuan dan berangkat dari 
pemikiran yang dikemukakan oleh Pranaka dan Priyono.  
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Sasaran dan tujuan dari penelitian ini adalah dengan melihat kondisi 
saat ini, dan kondisi di masa lalu dengan menggunakan pendekatan deskriptif. 
Selain itu juga mengacu pada konsep dari Pranaka dan Priyono yang 
memaparkan tentang tiga fase yang dilakukan dalam memberdayakan 
masyarakat atau kelompok. Ketiga fase itu adalah : 
1. Fase Inisial : Bahwa semua proses pemberdayaan berasal dari 
pemerintah, dan masyarakat melaksanakan apa yang direncanakan 
dan diinginkan oleh pemerintah dan dan tetap tergantung pada 
pemerintah. Proses pada tahap inisial adalah berasal dari 
pemerintah, oleh pemerintah, dan diperuntukkan bagi rakyat. Peran 
pemerintah pada tahap inisial sangat terasa, terutama dalam 
memberikan pelatihan, penyuluhan dan bantuan kepada para 
pengusaha. Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas KOPERINDAG 
yang bertanggung jawab dalam memberdayakan pada sektor 
perdagangan. Adapun yang menjadi indikator dalam proses 
pemberdayaan pada tahapan ini, yaitu :  
 Pelatihan  
Pelatihan adalah investasi organisasi yang penting dalam sumber 
daya manusia. Pelatihan melibatkan segenap sumber daya 
manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan 
pembelajaran sehingga mereka akan segera menggunakannya 
dalam pekerjaan. Pada dasarnya pelatihan dilakukan karena 
adanya kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki pekerja 
dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menempati posisi baru.  
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 Penyuluhan  
Penyuluhan adalah penyampaian informasi kepada pekerja atau 
masyarakat terkait dengan program kerja baru atau mengenai 
fasilitas baru sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan 
program atau tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan fasilitas.  
 Kebijakan  
Ultimatum atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait 
untuk mengatur program kerja dari tiap divisi atau organisasi 
dibawahnya agar tidak bertentangan dengan tujuan dari 
pemerintahan itu sendiri. Kebijakan ini bisa berupa bantuan 
modal, kelengkapan sarana dan prasarana.  
2. Fase Partisipatoris : Bahwa proses pemberdayaan berasal dari 
pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah dan masyarakat, 
dan diperuntukan bagi masyarakat. Pada tahap partisipatoris, proses 
pemberdayaan pada dasarnya dari pemerintah bersama rakyat dan 
diperuntukkan bagi rakyat. Pada tahap ini peran pemerintah semakin 
dikurangi dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna menuju 
kemandirian. Fase kemudian bisa dilaksanakan ketika fase pertama 
telah menampakkan hasil yang sesuai dengan harapan. Adapun 
yang menjadi indikator dalam fase ini adalah :  
 Keterlibatan masyarakat dalam setiap program  
Keaktifan masyarakat ketika ada program yang dilaksanakan oleh 
pemerintah, agar bisa diketahui sejauh mana hubungan antara 
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pemerintah dan masyarakat, saling mendukung atau saling 
menjatuhkan.  
 Antusias masyarakat dalam program pemberdayaan  
Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan sangat 
dibutuhkan karena perkembangan program tersebut didasarkan 
oleh tidak lanjut maupun respon dari masyarakat terkait. Selain 
memberi pendapat, masyarakat juga diharapkan dapat 
menemukan solusi dari setiap kendala yang menghambat 
perkembangan program pemberdayaan tersebut.  
3. Fase Emansipatoris : Bahwa proses pemberdayaan berasal dari 
rakyat dan untuk rakyat dengan didukung oleh pemerintah bersama 
masyarakat. Pada tahap ini masyarakat telah berdaya dan 
mempunyai kemampuan dalam mengembangkan usaha-usahanya. 
Oleh sebab itu pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas 
KOPERINDAG harus disesuaikan dengan kondisi mereka. Untuk 
memberdayakan  usaha-usaha ini perlu adanya dukungan, 
perlindungan dan pengembangan sepenuhnya dan seluas-luasnya 
dari Dinas terkait. Kondisi dari usaha-usaha di bidang perdagangan 
saat ini belum bisa menggunakan fase ini, karena kebanyakan dari 
usaha yang ada masih belum menemukan kemampuannya untuk 
untuk memberdayakan usahanya sendiri dilihat dari banyaknya 
usaha yang sudah tidak aktif. Usaha yang kreatif adalah usaha yang 
mampu mempertahankan dirinya sendiri meski tanpa tekanan dari 
Dinas KOPERINDAG. Usaha bisa menciptakan memunculkan ide-
ide kreatif yang tidak pernah dipikirkan oleh Dinas terkait. Oleh 
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karena itu, Dinas KOPERINDAG harus selalu memberi dukungan 
kepada usaha-usaha yang menggunakan fase ini. Adapun yang 
menjadi indikator dalam fase ini adalah : 
 Asset 
Asset merupakan sesuatu yang dimiliki masyarakat guna untuk 
mengembangkan usaha mereka.  
 Volume Usaha  
Volume usaha merupakan bila usaha yang dipakai dari 
pengadaan atau pengorbanan untuk menjalankan usaha yang 
dikelola.  
 Sisa Hasil Usaha  
Sisa hasil usaha merupakan salah satu bukti bahwa usaha 
tersebut berkembang karena bisa digunakan untuk lebih 
mengembangkan usaha tersebut.  
Setelah melakukan wawancara terkait dengan 3 (tiga) fase di atas, 
maka dapat dilihat bagaimana strategi Dinas KOPERINDAG dalam 
pemberdayaan masyarakat pada sektor perdagangan. Berdasarkan data yang 
ada menunjukkan bahwa perkembangan UMKM pada sektor perdagangan 
cukup pesat mencapai angka 276 (5,54%). Dengan melakukan wawancara 
berdasar dari konsep Pranaka dan Priyono maka dapat dilihat dengan jelas 
bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas KOPERINDAG belum optimal ditinjau 
dari beberapa aspek seperti pelatihan, penyuluhan, sumber modal, kegiatan 
usaha, dan lain-lain. 
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III.  4.Narasumber atau Informan 
Informan merupakan orang-orang yang berpotensi memberikan 
informasi mengenai pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM).  
Adapun informan dalam penelitian ini yaitu : 
a) Kepala Bidang UMKM di Kantor Dinas KOPERINDAG  
b) Masyarakat pelaku UMKM 
III.  5.Sumber Data  
1. Data primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara terjun langsung 
ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui 
wawancara dan pengamatan (observasi) langsung pada informan. 
2. Data sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, 
dokumen/catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media dan 
laporan penelitian yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. 
III.  6.Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan 
data, yaitu :  
1. Wawancara  
Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan 
mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi 
dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang obyek 
dan masalah penelitian.  
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2. Observasi  
Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi 
penelitian guna memperoleh keterangan data yang lebih akurat 
mengenai hal-hal yang diteliti terkait dengan. 
III.  7.Teknik Analisis Data  
Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif 
sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis 
konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari 
informan. Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu pada beberapa 
tahapan yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain: 
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan 
yang compatible terhadap penelitian kemudian obsevasi langsung 
ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan  agar 
mendapatkan sumber data yang di harapkan.  
2. Reduksi data (data reducation) yaitu proses pemilihan, pemusatan 
perhatian pada penyerderhanaan, transformasi data kasar yang 
muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti. 
3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi 
dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang 
bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi 
yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian 
penjelasan.  
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Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi 
(conclution drawing/ verificaion), yang mencari arti pola-pola penjelasan, 
konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan 
kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa 
tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data di uji 
validitasnya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
IV. 1.Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
IV. 1.1 Kondisi Geografis  
Luas Wilayah kabupaten Maros 1619,11 KM2 yang terdiri dari 14 
(empat belas) kecamatan yang membawahi 103 Desa/kelurahan. Secara 
geografis, kabupaten Maros terdiri dari 10% (10 Desa) merupakan daerah 
pantai, 5% (5 Desa) adalah kawasan lembab, 27% (28 desa) adalah leseng 
bukit, dan 58% (60 Desa) merupakan daerah dataran. Berdasarkan 
topografinyanya sebanyak 70 desa (68%) adalah daerah datar dan 33 desa 
(32%) merupakan daerah yang kondisinya berbukit-bukit., serta memiliki garis 
pantai sepanjang kurang lebih 31 km. 
Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung 
dengan ibukota propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah Kota 
Makassar dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus 
terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata. 
Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegan peranan penting terhadap 
pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang 
sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata bagian utara yang 
dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap 
pembangunan di Kabupaten Maros dengan luas wilayah 1.619,12 km2 dan 
terbagi dalam 14 wilayah kecamatan. Kabupaten Maros secara administrasi 
wilayah berbatasan dengan :  
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep  
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone 
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 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota 
Makassar  
 Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
Demikian pula sarana transportasi udara terbesar di kawasan timur 
Indonesia berada di Kabupaten Maros sehingga Kabupaten ini menjadi 
tempat masuk dan keluar dari dan ke Sulawesi Selatan. Tentu saja kondisi ini 
sangat menguntungkan perekonomian Maros secara keseluruhan dan 
tentunya menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. 
IV. 1.2 Kependudukan  
Penduduk Kabupaten Maros berdasarkan Sensus Penduduk 
Tahun2013 berjumlah 325.401 jiwa, yang tersebar di 14 Kecamatan, 
denganjumlah penduduk terbesar yakni 42.390 jiwa yang mendiami 
Kecamatan Turikale. Secara umum, keterbandingan antara penduduk laki-laki 
denganperempuan (sex ratio), perempuan lebih banyak dibandingkan dengan 
laki-laki dengan perbandingan 96 laki-laki dibanding dengan 100 perempuan. 
Namun di Kecamatan Tanralili, rasio jenis kelamin Laki-laki lebih besar 
dari 100, hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki di kecamatantersebut 
lebih besar dari penduduk perempuan. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi 
ditemukan di Kecamatan Turikale, 1.416 jiwa/km2. Sedangkan yang terendah 
di Kecamatan Mallawa, 46 jiwa/km2.  
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Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten 
Maros Dirinci Dalam Tiap Kecamatan Tahun 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik (Maros Dalam Angka) 2013  
IV. 1.3 Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 
Keberadaan  Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 
sangat penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi 
masyarakat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja dalam bidang 
Industri serta Perdagangan perkembangannya dalam perekonomian nasional 
terutama yang berskala mikro, mencerminkan wujud nyata dari tingkat 
kesejahteraan sebagian besar masyarakat Indonesia. Koperasi, UMKM, 
Perindustrian dan Perdagangan bergerak hampir disemua sektor ekonomi 
dan berlokasi di perkotaan dan pedesaan. Dalam upaya menciptakan iklim 
usaha yang kondusif bagi Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 
perlu dukungan terhadap Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 
dalam bentuk pembinaan dan pengembangan sesuai dengan kewenangan 
yang diberikan UU. No. 32 Tahun 2004 kepada pemerintah. 
No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 Mandai 18.296 18.310 36.606 
2 Moncongloe 8.827 8.876 17.694 
3 Maros Baru 12.121 12.583 24.704 
4 Marusu  12.674 13.068 25.742 
5 Turikale 20.497 21.893 42.390 
6 Lau 12.114 12.068 24.722 
7 Bontoa 12.929 13.659 26.588 
8 Bantimurung 13.506 14.772 28.278 
9 Simbang 10.766 11.634 22.400 
10 Tanralili 12.462 12.269 24.731 
11 Tompobulu  7.052 7.269 14.321 
12 Camba 6.106 6.487 12.593 
13 Cenrana 6.686 7.142 13.828 
14 Mallawa 5.199 5.605 10.804 
Jumlah  159.235 166.166 325.401 
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IV. 1.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan  
Pedoman susunan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Maros. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut 
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros 
mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan 
tata kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai 
berikut : 
1. Kepala Dinas  
2. Sekretaris  
a. Kasubag Program 
b. Kasubag Kepegawaian dan Umum 
c. Kasubag Keuangan 
3. Kelompok Jabatan Fungsional  
4. Kepala Bidang Koperasi  
a. Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi  
b. Kepala Seksi Simpan Pinjam Koperasi  
c. Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi  
5. Kepala Bidang UMKM  
a. Kepala Seksi Peng.SDM Usaha Kecil Menengah 
b. Kepala Seksi Bina Usaha Mikro/PKL 
c. Kepala Seksi Bina Usaha UKM 
6. Kepala Bidang Perdagangan  
a. Kepala Seksi Penyaluran Promosi dan Ekspor Daerah 
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b. Kepala Seksi Sarana Peng. Sarana Perdagangan Pendf. 
Perusahaan 
c. Kepala Seksi Metrologi dan Perlin. Konsumen  
7. Kepala Bidang Perindustrian  
a. Kepala Seksi Sarana Usaha Industri  
b. Kepala Seksi Bimbingan Produksi  
c. Kepala Seksi Pengawasan Industri  
8. UPT. Pasar  
 KTU. UPT Pasar 
9. UPT. Industri  
 KTU. UPT Industri  
Adapun jumlah pegawai dan jenjang pendidikan yang menjadi sumber 
daya dalam Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menurut 
golongan dan jenis kelamin tahun 2015. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat 
dari tabel 4.2 berikut ini :  
Tabel 4.2  Data Kepegawaian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdangan  
NO Golongan/Ruang 
Jenis Kelamin 
Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 
1 I 6   6 
2 II 6 8 14 
3 III 13 19 32 
4 IV 5 1 6 
Jumlah 30 28 58 
   Sumber : Diskoperindag. Kab.Maros, 2015 
Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui tentang data pegawai 
Dinas Koperindag Maros berdasarkan golongan. Untuk golongan I berjumlah 
6 orang, sedangkan untuk golongan II berjumlah 6 orang laki-laki dan 8 orang 
perempuan. Adapun golongan III berjumlah 13 orang laki-laki dan 19 orang 
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perempuan. Sementara untuk golongan IV berjumlah 5 orang laki-laki dan 1 
orrang perempuan. Secara keseluruhan akumulasi pegawai Dinas 
Koperindag sebanyak 58 orang dengan jumlah laki-laki 30 orang dan 
perempuan 28 orang.  
IV. 1.5 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan 
Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Dinas Koperasi, UMKM, 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros mempunyai rencana 
stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama tahun 2014, 
yaitu untuk dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada 
atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM, 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros yang mencakup visi, misi, 
tujuan, sasaran Koperasi,  UMKM, Perindustrian dan Perdagangan serta cara 
pencapaian tujuan dan sasaran.  
 
Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Maros disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur 
bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan 
koperasi, UMKM, Industri serta pengembangan usaha perdagangan dalam 
Kabupaten Maros. 
Di samping itu, Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu 
Pembinaan/Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan 
Industri serta pengembangan usaha perdagangan agar lebih terarah dan 
menjamin tercapainya sasaran strategis.  
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Renstra sebagai alat bagi manajemen, memastikan bahwa 
pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian 
visi, misi dan tujuan/sasaran strategis. Dalam dokumen Renstra Dinas 
Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros secara 
formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran stratejik serta 
strategi pencapaiannya (kebijakan dan program). 
IV. 1.6 Visi, Misi dan Sasaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan  
a. Visi  
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana 
instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat 
eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu 
gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita 
dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan 
mengacu pada batasan tersebut, visi : 
Gambar 4.1 
Visi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 
 
 
 
 
b. Misi 
Untuk memenuhi visi tersebut, mencanangkan misi. Misi adalah 
suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) 
agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik.  
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Dengan pernyataan Misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh 
pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Koperasi, 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros dan mengetahui alasan 
keberadaan dan perannya lebih dalam.  
Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 
 Meningkatkan kualitas SDM, kelompok-kelompok usaha tradisional 
dalam lembaga bidang usaha, sehingga mampu mengolah 
usahanya dengan baik . 
 Pengembangan koperasi yang tangguh sebagai sokoguru 
perekonomian daerah yang melibatkan Industri, Perdagangan dan 
UKM. 
 Menggerakkan Pengusaha Kecil membentuk kelompok usaha 
berdasarkan Komoditi unggulan daerah melalui Subsidi kebutuhan 
dasar, Bantuan Kredit dan Bantuan Modal Kerja. 
 Meningkatkan aktivitas dan kuantitas Industri dan Perdagangan 
untuk Pengembangan Kemitraan Usaha. 
 Memberikan kemudahan-kemudahan di sektor Perizinan dalam 
rangka mengembangkan lembaga keuangan yang ada di daerah. 
 Meningkatkan kemampuan keterampilan, daya saing Para Industri 
Rumah Tangga. 
 Peningkatan/Pengembangan usaha agar dapat tercipta satu produk 
unggulan di setiap Kecamatan yang di kelola oleh Koperasi.  
 Mewujudkan Kabupaten Maros sebagai Kabupaten Koperasi.  
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c. Tujuan / Sasaran  
Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Maros 
telah menetapkan tujuan stratejik berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor 
kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran strategis Dinas Koperasi, 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros yang merupakan 
bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi 
dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan 
dan sasaran  strategis yang telah ditetapkan sebagai berikut : 
 Tujuan sebagai acuan Perencanaan Program Operasional 
anggaran dan pedoman penyusunan APBD, juga sebagai 
pedoman penyusunan strategi dan prioritas APBD dan menjadi 
pedoman untuk penyusunan Renstra dalam tahun yang akan 
datang. 
 Sasaran untuk mencapai sasaran tersebut disusun prioritas dan 
arah kebijakan pembangunan Dinas Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Maros Tahun 2010-2015 di capai 
secara bertahap melalui pelaksanaan program dan kegiatan 
yang di implementasikan dalam program kerja tahunan yang di 
tetapkan berdasar skala prioritas.  
IV. 1.7 Cara Pencapaian Tujuan Dinas Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan  
a. Strategi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan  
Strategi pencapaian tujuan menjelaskan pemikiran-pemikiran secara 
konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang 
diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang 
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telah ditetapkan dalam rangka pencapaian hasil yang konsisten dengan 
visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Cara mencapai 
tujuan dan sasaran merupakan faktor yang sangat penting dalam proses 
perencanaan strategis.   
Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh 
dan terpadu mengenai upaya yang meliputi penetapan kebijakan dan 
program. Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang 
telah disepakati oleh pihak terkait dan ditetapkan untuk menjadi 
pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan 
aparatur pemerintah maupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan 
keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi 
Pemerintah Daerah. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis 
dan terpadu untuk mencapai sasaran tertentu. Kemudian, kegiatan yang 
ingin dilaksanakan dalam tiap tahun akan dijelaskan dalam Formulir 
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan 
Perdagangan. 
b. Kebijakan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan  
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 
maka perlu ditetapkan kebijakan. Kebijakan ditetapkan untuk memberikan 
petunjuk, arahan, prinsip dasar, rambu-rambu dan sinyal penting dalam 
pelaksanaan program dan kegiatan. Elemen penting dalam memilih 
kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam 
kebijaksanaan, yang cocok. Kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai 
berikut :  
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 Memanfaatkan segenap sumberdaya yang tersedia secara 
efektif dan efisien untuk mengoptimalkan fungsi yang ada dalam 
rangka pengembangan peran serta Dinas Koperasi, 
Perindustrian dan Perdagangan . 
 Menciptakan terselenggaranya koordinasi dan konsultasi yang 
konstruktif dan berkelanjutan dengan seluruh Instansi/Lembaga 
atau badan yang terkait dengan pembangunan perekonomian d 
tingkat pusat dan tingkat daerah. 
 Mengembangkan kerjasama dalam rangka mempercepat 
perkembangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 
baik dalam lingkup Domestik maupun Internasional. 
 Meningkatkan peran dan funsi Dinas Koperasi, Perindustrian 
dan Perdagangan dalam rangka merapatkan hubungan dengan 
Pemerintah daerah (Provinsi dan Pusat) serta dalam menggali 
dan memanfaatkan potensi daerah.   
IV. 1.8 Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 
Adapun rencana kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Maros pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :  
 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah  
 Diklat prajabatan  
 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
 Diklat dasar-dasar Akutansi Koperasi  
 Rintisan kerjasama antar pelaku UMKM  
 Perencanaan pembangunan pasar Kec. Dan pasar Tradisional 
 Pelatihan garam industri  
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IV. 1.9 Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan selama Tahun 2014  
Adapun program dan kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan 
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan oleh Dinas Kope rasi, Perindustrian 
dan Perdagangan Kabupaten Maros pada Tahun 2014 yaitu :  
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran 
Rp1.022.000.000,- dengan kegiatan :  
 Penyediaan jasa surat menyurat  
 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  
 Penyediaan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor  
 Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan 
bangunan kantor 
 Penyediaan jasa pembersih kantor 
 Penyediaan jasa pendukung operasional kantor   
 Penyediaan makanan dan minuman Rapat dan Tamu 
 Penyediaan makanan dan minuman PNS  
 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah  
 Penyediaan alat tulis kantor  
 Kordinasi/konsultasi Intern  
 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik  
 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor  
 Pemeliharaan rutin gedung kantor  
 Penyediaan jasa keamanan kantor  
 Penyediaan jasa administrasi keuangan  
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b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran Rp24.000.000,- dengan 
kegiatan :  
 Penyediaan jasa penyusunan RKA/DPA 
 Penyusunan laporan keuangan bulanan dan triwulan  
 Penyusunan rencana kerja SKPD 
 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 
 Penyusunan laporan keuangan semesteran 
 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun  
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, alokasi 
anggaran Rp11.230.000,- dengan kegiatan :  
 Diklat prajabatan  
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi 
anggaran Rp11.605.000.000,- dengan kegiatan :  
 Pengadaan perlengkapan kantor  
 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  
e. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran 
Rp5.000.000,- dengan kegiatan :  
 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu  
f. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan 
Kompetitif Usaha Kecil Menengah, alokasi anggaran 
Rp257.330.000,- dengan kegiatan : 
 Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi UMKM dan 
bisnis  
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 Pelatihan kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan 
menengah (UMKM) daerah pesisir  
 Fasilitasi pembangunan kios para pedagang di Kab. Maros  
g. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro 
Kecil Menengah (UMKM), alokasi anggaran Rp370.000.000,- 
dengan kegiatan :  
 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan  
 Penyelenggaraan kontak bisnis produk usaha UMKM 
(Otonomi Award Produk UMKM)  
 Penyusunan buku profil UMKM yang berkualitas  
 Penyelenggaraan pameran pembangunan  
 Monitoring (Pembuatan video profil koperindag)  
h. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, alokasi 
anggaran Rp700.101.000,- dengan kegiatan :  
 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pembangunan 
koperasi  
 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi 
berprestasi  
 Monitoring, evaluasi dan pelaporan  
 Temu konsultasi pembangunan sistem informasi 
perencanaan pembangunan perkoperasian  
 Diklat dasar-dasar akuntasi koperasi bagi 
pengurus/pengawas 
 Fasilitasi dan sosialisasi dukungan teknis koperasi potensial 
penerima akses perkuatan modal  
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 Diklat manajemen KSP/KJKS dan kopdit berbasis kompetensi  
 Penilaian koperasi sehat bagi KSP/KJKS dan kopdit yang 
berkualitas  
 Pembentukan koperasi baru dan perubahan anggaran dasar 
(PAD) koperasi  
i. Program Peningkatan Kapasitas UMKM Dalam Kemitraan dan 
Jaringan Usaha UMKM Antar Daerah, alokasi anggaran 
Rp300.000.000,- dengan kegiatan : 
 Rintisan kerjasama antar pelaku UMKM antar daerah/provinsi 
dalam rangka peningkatan  
j. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, 
alokasi anggaran Rp185.700.000,- dengan kegiatan :  
 Fasilitas penyelesaian permasalahan-permasalahan 
pengaduan konsumen  
 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa  
 Pemantauan/pengawasan pengguna UTTP kemetroligian  
k. Penyempurnaan Perangkat Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, 
alokasi anggaran Rp63.624..200.000,- dengan kegiatan :  
 Monitoring/pemantauan harga kebutuhan bahan pokok dan 
bahan strategis lainnya 
 Perencanaan pembangunan pasar kecamatan dan pasar 
tradisional  
 Pembangunan pasar induk pertanian  
 Pembangunan pasar grosir  
 Monitoring dan evaluasi pelaporan  
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 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk  
 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan  
l. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, alokasi 
anggaran Rp35.000.000,- dengan kegiatan : 
 Bimtek/pelatihan calon eksportir  
m. Porgram Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dengan 
kegiatan :  
 Pembinaan kemampuan teknologi industri  
 Temu teknologi pengembangan klaster industri  
 Pembinaan IKM dan home industri dalam kapasitas 
peningkatan produksi dan mutu produksi  
 Bimtek peningkatan mutu dan bantuan peralatan pembuatan 
gula aren  
 Pelatihan garam industri 
IV. 2. Hasil Penelitian 
Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan sektor usaha yang 
telah terbukti memiliki peran yang strategis dalam memberikan kontribusi 
dalam mendorong perekonomian secara regional hingga nasional. Selain itu, 
sektor usaha menjadi unggulan dalam menyerap tenaga kerja dengan 
menggunakan sumberdaya lokal sehingga hal tersebut menjadi pilar dalam 
menopang sendi-sendi perekekonomian daerah. Secara khusus Kabupaten 
Maros cukup memiliki peluang dalam mengembangkan dan memberdayakan 
UMKM sebagai sebuah langkah strategis meningkatkan PAD. Berikut hasil 
penelitian yang digolongkan kedalam beberapa fase sesuai dengan fokus 
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penelitian. Ini bertujuan dalam rangka menganalisis strategi yang diambil oleh 
Dinas Koperindag Kabupten Maros dalam memberdayakan UMKM.  
IV. 2.1 Fase Inisial 
Berdasarkan fokus penelitian dalam fase ini terbagi dalam 
beberapa indikator sebagai tolak ukur keberhasilan dalam membangun 
dan mengembangkan UMKM di daerah Maros. Adapun indikator yang 
dimaksud adalah pelatihan, penyuluhan, dan kebijakan yang dirumuskan 
terkait dengan pengembangan UMKM. Pelatihan dalam hal ini menjadi 
strategi dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Maros 
dalam melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM. Pelatihan 
merupakan investasi organisasi yang penting dalam sumber daya 
manusia. Pelatihan melibatkan segenap sumber daya manusia untuk 
mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran sehingga 
mereka akan segera dapat menggunakannya dalam pengembangan 
usaha mkiro mereka. Pada dasarnya, pelatihan diperlukan karena adanya 
kesenjangan antara keterampilan yang dibutuhkan dengan keterampilan 
yang dimiliki sekarang.  
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Tabel 4.3 Data Pelatihan UMKM Yang Telah Mengikuti Diklat, Workshop, 
dan SosialisasiTahun 2014 Dinas KOPERINDAG Kab.Maros 
No Nama Diklat Jenis Usaha Pelaksana Ket 
Mikro Kecil Menengah 
1 Diklat 
Pengembangan 
UKM 
5 3 2 Kementrian 
koperasi dan 
UMKM RI 
kerjasama 
dengan dinas 
koperasi Prov 
Sul-Sel 
Makassar 
2 Pelatihan 
Kewirausahaan 
Bagi Wirausaha 
3 - - Dinas koperasi 
dan UMKM Sul-
Sel 
Makassar 
3 Work Shop 
Pengembangan 
Bagi UMKM 
50 35 15 Badan 
penanaman 
modal Daerah 
Provinsi Sul-Sel 
kerjasama 
dengan Dinas 
Koperindag 
Kab.Maros 
Maros 
4 Pelatihan 
Kewirausahaan 
Bagi Wirausaha 
130 - - Dinas 
Koperindag 
Kab.Maros 
Maros  
Sumber: Dinas Koperindag Kab. Maros, 2014 
 
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah usaha mikro menjadi 
jenis usaha yang paling antusias dalam mengikuti pelatihan-pelatihan 
yang diadakan oleh Dinas Koperindag Maros dibandingkan jenis usaha 
kecil dan menengah. Selain itu, Diklat Pengembangan UKM menurut data 
tersebut dilaksanakan melalui kerjasama oleh Kementrian koperasi dan 
UMKM RI dengan Dinas Koperasi Provinsi Sul-Sel yang diselenggarakan 
di Makassar. Sementara itu, pelatihan kewirausahaan dilaksanakan atas 
kerjasama Dinas Koperindag Kab. Maros dengan Dinas Koperasi dan 
UMKM Sul-Sel yang bertempat di Makassar dan Maros. 
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Sementara anggaran menurut Kepala Bidang UMKM Dinas 
Koperindag Kab. Maros yang digunakan untuk melaksanakan pelatihan 
dialokasikan dari APBN dan APBD. Sedangkan mekanisme monitoring 
dari pelatihan yang digunakan adalah pengawasan langsung ke lapangan 
berdasarkan data jumlah UMKM dari BPS yang mencapai 30.000 unit. 
Namun demikian, jumlah UMKM yang telah teridentifikasi oleh Dinas 
Koperindag hanya mencapai 1.000 unit. Hal tersebut sesuai dengan yang 
disampaikan beliau, yakni sebagai berikut. 
“Pertama kita langsung terjun ke lapangan apakah dia sudah 
menerapkan itu hasilnya terus masyarakat sudah merespon, 
tetapi dengan anggaran yang presentatif dari tahun ini dengan 
30.000 itu kumulatif dari setiap angkatan 120 orang ji per tahun 
artinya tidak sampai dari 30.963 jumlah pengusah kecil di maros. 
Keseluruhan itu pun yang teridenntifikasi sama kita itu baru 1000-
an, karna hasil datanya dari BPS begini ji jadi kita berusaha 
terpaku dan berusaha saja bagaimana cara kita, karna ada aturan 
baru jadi kita upgrade”(Wawancara Kabid UMKM, 23 Maret 2015) 
 
 Mengenai hambatan yang dihadapi oleh Dinas Koperindag Kab. 
Maros dalam pengembangan UMKM lebih kepada peran pelaku usaha 
yang tidak stimultan dalam pelatihan tersebut. Dengan kata lain bahwa 
masyarakat tertarik mengikuti pelatihan yang dilaksanakan hanya 
sekedar untuk memperoleh honor, tetapi tidak menerapkan hasil inovasi 
pelatihan tersebut. Sehingga pelatihan yang diadakan tersebut terkesan 
formalitas belaka dan dijadikan lahan pemborosan anggaran daerah. 
Selain itu penuturan Kabid UMKM Dinas Koperindag Kab. Maros terkait 
pengembangan dan pemberdayaan UMKM selama 5 tahun terakhir 
mengalami kendala, yaitu sebagai berikut : 
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“Jenis-jenis pemberdayaannya pertama sistem UMKM kita itu 
mengikuti pameran, jadi ikut pameran di maros saja terus ikut 
pamerannya itu di jakarta sama di Triple C di makassar. Hanya 
kendala kita disini masalah produk kita itu kalah bersaing dengan 
produk yang disana ada produk yang khas kita yaitu krupuk,   
misalnya kalau masalah produk meubel dan hiasan-hiasan kita 
masih perlu belajar.” (Wawancara Kabid UMKM, 23 Maret 2015) 
 
Selain pelatihan, juga ada penyuluhan yang berguna untuk 
menambah wawasan dari SDM terkait pengembangan UMKM. 
Penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Koperindag Kab. Maros bertujuan 
untuk meningkatkan daya saing di pasaran, baik dalam bentuk kemasan 
maupun isi produk. Selain itu, penyuluhan juga bertujuan melakukan 
koordinasi ke pasar-pasar daerah. Bahkan menurut H. Nurdin Tinri 
sebagai Kabid UMKM Dinas Koperindag Kab. Maros menjelaskan adanya 
pergeseran paradigma UMKM yaitu sebagai berikut. 
“Jadi perubahan paradigma UKM selama ini yang 
mengandalkan hanya modal sekarang sudah paradigma baru 
modal bukan segala-galanya tapi sekarang dengan skill yang ada 
adalah modal, bahwa UKM itu perlu integritasnya bahwa saya ini 
bisa, faktor modal kan ada 2, yaitu ada yang sifatnya nyata dan 
ada yang tidak.” Wawancara Kabid UMKM, 23 Maret 2015) 
 
Selain pelatihan dan penyuluhan, kebijakan pemerintah sangat 
berpengaruh dalam memberdayakan UMKM. Kebijakan yang dikeluarkan 
oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Koperindag Kab. Maros dijadikan 
sebagai arah dan pedoman dalam pengembangan UMKM. Salah satu 
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah PP Nomor 23 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kewenangan Bupati Kepada Camat. Menurut 
Kabid UMKM Dinas Koperindag Kab. Maros saat ini perizinan usaha 
mikro, kecil, dan menengah langsung ditangani oleh Camat. Sementara 
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untuk modalnya semua jenis UMKM yang telah dibiayai pelatihan yang 
biasanya memperoleh sarana dan prasarananya dalam bentuk uang kini 
diganti menjadi produk atau barang-barang.  
Keluarnya peraturan pemerintah tersebut sebenarnya merupakan 
tindaklanjut atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah. Sehingga dengan adanya pelimpahan 
wewenang tersebut saat ini camat memiliki kewajiban untuk melayani 
masyarakat atau pelaku usaha dalam pembuatan surat izin usaha. 
Adapun tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Maros mengeluarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 sebagaimana disebutkan 
oleh Kepala Bidang UMKM Dinas Koperindag Maros adalah sebagai 
berikut. 
“Pertama untuk memberdayakan UMKM yang ada di Maros ini 
agar dapat bersaing dengan produk lain. Yang kedua tidak 
membuat jarak birokrasi kepada masyarakat, jadi kita ini terbuka 
dari dinas dan juga sering memberikan informasi-informasi 
kepada masyarakat.” (Wawancara Kabid UMKM, 23 Maret 2015) 
 
Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 
kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperindag maros bertujuan untuk 
meningkatkan daya saing terhadap produk lain. Selain itu adanya 
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah membuat jarak antara birokrasi 
dengan masyarakat semakin sempit sehingga tidak ada lagi 
kecanggungan oleh masyarakat kepada pemerintah. Bahkan dengan 
kebijakan yang ada sebagai media dan pedoman dalam memperoleh 
informasi terkait perkembangan UMKM di Kabupaten Maros.  
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IV. 2.2 Fase Partisipatoris 
Fase partisipatoris merupakan proses pemberdayaan yang 
berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah dan 
masyarakat, dan diperuntukan bagi masyarakat. Pada tahap 
partisipatoris, proses pemberdayaan pada dasarnya dari pemerintah 
bersama rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat. Pada tahap ini peran 
pemerintah semakin dikurangi dengan melibatkan masyarakat secara 
aktif guna menuju kemandirian. Ini bisa dilihat pada tingkat partisipasi 
masyarakat sebagai pelaku usaha yang cukup berminat pada setiap 
pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Maros. 
Berikut hasil wawancara Kabid UMKM yang menjelaskan sebagai berikut:   
“Pelatihan yang baru-baru ini toh, kita adakan di Kecamatan 
Bontoa, Kecamatan Marusu dan Kecamatan Tompobulu. secara 
pelatihan kewirausahaan daerah pesisir dua kali kecamatan 
bontoa dengan kecamatan marusu itu partisipasinya yah 
pesertanya kelebihanki, adanya antusias masyarakat mengikuti 
pelatihan bagus apalagi pada waktu dalam pelatihan itu kita juga 
membekali masyarakat dengan biaya-biaya, karena biaya 
transpor kita tanggung.” (Wawancara Kabid UMKM, 23 Maret 
2015) 
 
Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperindag dibeberapa 
kecamatan, seperti Kecamatan Bontoa, Kecamatan Marusu, dan 
Kecamatan Tompobulu berjalan efektif. Ini dapat dilihat dari tingkat 
pastisipasi masyarakat pelaku usaha yang cukup tinggi dalam mengikuti 
pelatihan yang dilaksanaka. Selain itu, dalam penyelenggaraan pelatihan 
tersebut Dinas Koperindag memberikan tunjangan biaya transportasi 
kepada peserta sehingga masyarakat cukup berpartisipasi dan begitu 
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antusias. Selanjutnya beliau menjabarkan respon yang cukup baik dari 
masyarakat, lebih jelasnya berikut kutipan wawancaranya: 
“Kalau respon kemarin dari hasil musrenbang, kecamatan itu 
eh jumlah permintaan dari semua kecamatan itu rata-rata dia 
minta pelatihan, jadi seluruh kecamatan di kabupaten maros ini 
rata-rata dia minta pelatihan, karna mengenai responsnya begitu 
besar.”(Kabid UMKM, 14 April 2015) 
 
Sementara tingkat antusiasme masyarakat juga cukup tinggi 
dalam mengikuti pelatihan dan penyuluhan dari Dinas Koperindag. Hal 
tersebut dapat dilihat dari hasil musrenbang terdapat beberapa 
kecamatan yang mengajukan dan meminta pelaksanaan pelatihan dan 
penyuluhan di kecamatannya masing-masing. 
Salah satu pelatihan yang pernah dilakukan oleh Dinas 
Koperindag Kabupaten Maros dan berhasil peneliti temui adalah 
pelatihan tentang gula aren. Pelatihan tersebut bertujuan untuk 
memberikan pendidikan tentang peningkatan produksi hingga 
pemasarannya. Berikut hasil wawancara Bapak Nasrullah salah satu 
warga (pelaku usaha gula aren) yang menjadi peserta pelatihan : 
“Iye, pemerintah pernah melakukan pelatihan mengenai gula 
aren. Pelatihan gula aren ini dilakukan selama satu hari yaitu 
pelatihan kemasan, pelatihan pemasaran, dan pelatihan 
bagaimana cara membuat gula aren yang bagus. Dalam kegiatan 
yang dilakukan oleh pemerintah ini saya terlibat aktif dan 
kebetulan juga saya sebagai koordinator pengawas.”(Masyarakat 
Pelaku UMKM, 14 April 2015) 
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Selanjutnya Bapak Nasrullah menjelaskan berikut: 
“Jadi yang kita harapkan dari pemerintah bagaimana kemasan 
gula aren ini bagus dan bagaimana ke depannya harga gula aren 
ini bisa naik dan pendapatan masyarakat disini bisa bertambah, 
karena kenapa ? Pendapatan asli kita disini hanya dari gula aren 
ini, dan saran saya untuk pemerintah agar bisa diremajakan lagi 
pohon aren ini, karena kenapa ? Lambat laun akan habis dengan 
sendirinya.”(Masyarakat Pelaku UMKM, 14 April 2015) 
 
Adapun harapan masyarakat sebagai pelaku usaha khususnya 
gula aren adalah adanya inovasi terhadap kemasan sehingga dapat 
meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Dengan demikian 
dapat menambah pendapatan bagi pelaku usaha gula aren dan 
meningkatkan nilai produksinya. Selain itu, masyarakat juga berharap 
bahwa adanya kebijakan dan tindakan dari pemerintah dalam 
meremajakan dan memperbarui tanaman pohon aren untuk menunjang 
proses produksi yang lebih maksimal. 
IV. 2.3 Fase Emansipatoris 
Pada tahap ini masyarakat telah berdaya dan mempunyai 
kemampuan dalam mengembangkan usaha-usahanya. Oleh sebab itu 
pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Maros 
harus disesuaikan dengan kondisi mereka. Untuk memberdayakan  
usaha-usaha ini perlu adanya dukungan, perlindungan dan 
pengembangan sepenuhnya dan seluas-luasnya dari dinas terkait. 
Kondisi dari usaha-usaha di bidang perdagangan saat ini belum bisa 
menggunakan fase ini, karena kebanyakan dari usaha yang ada masih 
belum menemukan kemampuannya untuk untuk memberdayakan 
usahanya sendiri dilihat dari banyaknya usaha yang sudah tidak aktif. 
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Hasil penelitian dalam fase ini kurang jelas disebabkan keterbatasan 
informasi dan data yang diberikan oleh pihak terkait. Akan tetapi, berikut 
data yang diperoleh dari Dinas Koperindag Kabupaten Maros mengenai 
aset, volume usaha, dan sisa hasil usaha. 
Tabel 4.4  Data asset, volume usaha dan sisa hasil usaha 
No. URAIAN ASSET VOLUME USAHA SISA HASIL USAHA 
1. Usaha Kecil 50 Juta 100 Juta 100 Juta 
2. Usaha Mikro 300 Juta 300 Juta 200 Juta 
3. Usaha Menengah 1 Miliar 2 Miliar 1 Miliar 
  Sumber: Dinas Koperindag Kab. Maros, 2014 
Dari tabel 4.4 tersebut dapat dilihat bahwa nilai asset, volume dan 
sisa hasil usaha untuk semua jenis usaha tersebut berbeda-beda, 
tergantung dari kapasitas usaha yang ada. Dalam hal ini asset usaha 
cukup berperan penting dalam menentukan besaran volume usaha. 
Untuk jenis usaha kecil asset mencapai 50 juta menghasilkan volume 
usaha mencapai 100 juta dan bahkan untuk sisa hasil usaha juga 
mencapai 100 juta. Sementara jenis usaha mikro untuk asset usaha 
sekitar 300 juta bisa menghasilkan volume usaha yang setara 300 juta, 
tetapi untuk sisa hasil usahanya hanya mencapai 200 juta. Sedangkan 
untuk asset jenis usaha menengah mencapai 1 miliar bisa menghasilkan 
volume usaha sebanyak 2 miliar dan untuk sisa hasil usahanya mencapai 
1 miliar juga. 
 
 
63 
 
IV. 3. Pembahasan 
Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan sektor usaha yang 
telah terbukti memiliki peran yang strategis dalam memberikan kontribusi 
dalam mendorong perekonomian secara regional hingga nasional. Selain itu, 
sektor usaha menjadi unggulan dalam menyerap tenaga kerja dengan 
menggunakan sumberdaya lokal sehingga hal tersebut menjadi pilar dalam 
menopang sendi-sendi perekekonomian daerah. Secara khusus Kabupaten 
Maros cukup memiliki peluang dalam mengembangkan dan memberdayakan 
UMKM sebagai sebuah langkah strategis meningkatkan PAD. Berikut hasil 
penelitian yang telah dilakukan dalam rangka menganalisis strategi yang 
diambil oleh Dinas Koperindag Kabupten Maros dalam memberdayakan 
UMKM.  
Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana pemberdayaan yang 
dilakukan Dinas Koperindag Kabupaten Maros dalam mengembangkan 
UMKM. Berdasarkan fokus penelitian yang menggunakan teori dari Pranaka 
dan Priyono (1994) sebagai dasar dalam merumuskan pembahasan, maka 
berikut pembahasan yang akan dijabarkan dari hasil penelitian.  
IV. 3.1 Fase Inisial  
Fase inisial, berarti fase dimana semua hal yang menjadi agenda 
dari setiap kegiatan umkm berdasarkan dari aturan Dinas Koperasi, 
Perindustrian dan Perdagangan. UMKM hanya mengikuti apa yang 
menjadi keinginan dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. 
Adapun yang menjadi indikator dari fase ini, yaitu : 
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IV. 3.1.1 Pelatihan  
Sesuai dengan hasil penelitian pelatihan yang diadakan 
oleh Diskoperindag Maros dalam mengembangkan UMKM yaitu 
pelatihan pemasaran yang berorientasi bagaimana masyarakat 
memasarkan produknya dengan baik melalui inovasi kemasan 
produk, pameran produk, dan pelatihan kewirausahaan. Selain itu, 
dalam rangka pengembangan kapasitas dan kualitas produk UMKM 
maka tiap tahun dilakukan studi banding ke daerah-daerah dalam 
rangka memberikan pelatihan hak paten kepada masyarakat 
terhadap produk yang dihasilkan.  
Namun demikian jenis pelatihan yang secara umum 
dilakukan oleh Dinas Koperindag Kab. Maros adalah meliputi 
pendidikan dan pelatihan (diklat), workshop, dan sosialisasi. Diklat 
merupakan proses transformasi ilmu dan pengetahuan kepada 
peserta dalam pengembangan usahanya tersebut. Sementara 
workshop merupakan forum diskusi yang dibuat oleh Diskoperindag 
Maros untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku 
UMKM dalam mengembangkan produk-produknya. Sedangkan 
sosialisasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk 
menyampaikan program-program dan kebijakan terkait 
pengembangan UMKM oleh Diskoperindag Maros.  
IV. 3.1.2 Penyuluhan  
Pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas 
Koperindag Kab. Maros biasanya langsung disuatu tempat, seperti di 
kantor desa atau di kantor camat. Kemudian bentuk evaluasinya 
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meliputi proses monitoring hasil daripada kegiatan penyuluhan 
tersebut. Evaluasi tersebut dalam bentuk laporan pertanggung 
jawaban akuntansi atau keuangan oleh peserta kepada Dinas 
Koperindag.  
Selain itu, terdapat kendala teknis yang sering dihapapi 
dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Kendala yang 
dimaksud adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai 
guna menunjang pengembangan usaha yang lebih kompleks. Hal ini 
dikemukakan oleh Kabid UMKM Dinas Koperindag Kab. Maros 
bahwa sarana dan prasana yang digunakan selama penyuluhan 
masih bersifat tradisional sehingga output yang dihasilkan juga 
kurang maksimal. 
IV. 3.1.3 Kebijakan  
Sementara mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah Maros dalam melakukan evaluasi PP Nomor 23 
Tahun 2015 tersebut adalah dengan menganalisis dan melihat 
perkembangan usaha mulai dari yang mikro, kecil, dan menengah. 
Kemudian pengawasan dilanjutkan pada sisi modal usaha yang 
digunakan pada tiap tahunnya, sehingga dapat kita ketahui sejauh 
mana perkembangan usaha yang telah dijalankan. Setelah itu, 
menurut Kabid UMKM Dinas Koperindag Maros pada bagian akhir 
pengawasan dilakukan pada proses perdagangannya dipasaran. 
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IV. 3.2 Fase Partisipatoris 
Fase kemudian bisa dilaksanakan ketika fase inisal telah 
menampakkan hasil yang sesuai dengan harapan. Adapun yang menjadi 
hasil penelitian berdasarkan indikator dalam fase ini adalah sebagai 
berikut: 
IV. 3.2.1 Keterlibatan masyarakat dalam setiap program  
Secara umum setiap program yang dijalankan oleh Dinas 
Koperindag Kabupaten Maros berjalan efektif, seperti pelatihan, 
penyuluhan, dan sosialisasi terkait UMKM kepada masyarakat. Hal 
ini dituturkan oleh Kepala Bidang UMKM bahwa setiap pelatihan 
yang dilaksanakan tersebut mendapat respon yang cukup baik oleh 
masyarakat.  
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterlibatan 
masyarakat dalam setiap program peningkatan UMKM Dinas 
Koperindag Kabupaten Maros cukup baik. Bahkan manfaat yang 
dirasakan oleh pelaku usaha kecil sangat bagus meski masih 
berjalan agak lamban yang disebabkan oleh kualitas sumber daya 
manusia.  
IV. 3.2.2 Antusias masyarakat dalam program pemberdayaan 
Antusias masyarakat dalam program pemberdayaan 
UMKM yang dilaksanakan pada Kabupaten Maros juga cukup besar. 
Dari hasil wawancara Kepala Bidang UMKM Dinas Koperindag 
Maros menyebutkan bahwa dari hasil Musrembang ditingkat 
kabupaten banyak perwakilan dari beberapa kecamatan meminta 
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untuk diadakan pelatihan pengembangan usaha kecil didaerahnya 
masing-masing.  
Selain itu, wawancara kepada warga sebagai pelaku 
usaha juga bahkan menunjukkan respon yang baik pada 
penyelenggaraan pelatihan yang dimaksud. Bapak Nasrullah 
sebagai seorang pengusaha kecil pembuat gula aren menyebutkan 
dengan adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas 
Koperindag Maros dapat memberikan edukasi pengembangan gula 
aren secara tradisional menjadi sedikit lebih modern. Beliau 
kemudian menambahkan harga gula yang rendah disebabkan oleh 
produksi secara tradisional sehingga kemasan yang dihasilkan tidak 
cukup menarik dipasaran. 
IV. 3.3 Fase Emansipatoris  
Telah kita pahami bahwa pada tahap ini masyarakat telah berdaya 
dan mempunyai kemampuan dalam mengembangkan usaha-usahanya. 
Oleh sebab itu pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperindag 
Kabupaten Maros harus disesuaikan dengan kondisi mereka. Untuk 
memberdayakan  usaha-usaha ini perlu adanya dukungan, perlindungan 
dan pengembangan sepenuhnya dan seluas-luasnya dari dinas terkait. 
Kondisi dari usaha-usaha di bidang perdagangan saat ini belum bisa 
menggunakan fase ini, karena kebanyakan dari usaha yang ada masih 
belum menemukan kemampuannya untuk untuk memberdayakan 
usahanya sendiri dilihat dari banyaknya usaha yang sudah tidak aktif. 
Oleh karena itu, Dinas KOPERINDAG harus selalu memberi dukungan 
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kepada usaha-usaha yang menggunakan fase ini. Adapun hasil penelitian 
dari indikator dalam fase ini adalah sebagai berikut : 
IV. 3.3.1 Asset  
Asset merupakan sesuatu yang dimiliki masyarakat 
(pelaku usaha) guna mengembangkan usaha mereka. Asset usaha 
kecil, mikro, dan menengah di Kabupaten Maros dapat dilihat 
berdasarkan kriteria UMKM sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil 
Menengah. Dalam hal ini asset usaha dikalkulasi secara keseluruhan 
dari data-data yang diperoleh oleh Dinas Koperindag Kab. Maros, 
yakni asset usaha kecil mencapai 50 juta dan untuk usaha mikro 
mencapai 300 juta. Sedangkan asset usaha menengah mencapai 1 
miliar. Ini membuktikan bahwa UMKM cukup menjanjikan pada sisi 
assetnya. 
IV. 3.3.2 Volume Usaha 
Volume usaha merupakan bina usaha yang diperoleh dari 
pengadaan atau pengorbanan untuk menjalankan usaha masyarkat 
sebagai pelaku usaha. Adapun volume usaha dalam hal ini dihitung 
secara menyeluruh dari semua jenis usaha yang teridentifikasi pada 
Dinas Koperindag Kab. Maros. Untuk usaha kecil volume usaha 
berkisar 100 juta, sementara usaha mikro berkisar 300 juta. 
Sedangkan volume usaha menengah berkisar 2 miliar.  
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IV. 3.3.3 Sisa Hasil Usaha 
Sisa hasil usaha merupakan salah satu bukti bahwa usaha 
tersebut berkembang karena bisa digunakan untuk lebih 
mengembangkan usaha tersebut. Sisa hasil usaha diperoleh dari 
volume usaha yang bersumber dari asset usaha. Secara umum sisa 
hasil usaha juga dihitung secara menyeluruh untuk semua usaha 
yang terdaftar pada Dinas Koperindag Kab. Maros. Adapun sisa hasil 
usaha untuk usaha kecil mencapai 100 juta dan usaha mikro 
mencapai 200 juta. Serta usaha menengah mencapai 1 miliar. Jika 
dilihat ini merupakan hasil yang sangat maksimal dalam menopang 
PAD secara keseluruhan. 
Selanjutnya dari hasil fase emansipatoris tersebut dapat 
dilihat bahwa UMKM yang tersebar diseluruh pelosok Kabupeten 
Maros cukup berkembang dengan nilai angka yang besar untuk 
asset, volume usaha, hingga sisa hasil usaha. Akan tetapi, besarnya 
angka tersebut tidak sebanding dengan pemerataan pengembangan 
usaha yang dilakukan oleh dinas terkait. Selain itu kendala yang 
cukup menghambat adalah ketersediaan sarana dan prasarana di 
daerah sehingga pemberdayaan UMKM secara kompleks tidak 
berjalan optimal. Adapun pemberdayaan UMKM dilaksanakan 
dengan tujuan sebagai berikut: 
a. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan para 
pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi usaha 
yang tangguh dan mandiri. 
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b. Meningkatkan peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
dalam meningkatkan produksi dalam negeri. 
c. Upaya perluasan pembukaan kesempatan kerja dan 
meningkatkan ekspor barang ke luar negeri. 
d. Peningkatan dan pemerataan dan pendapatan untuk 
mewujudkan dirinya sebagai pilar yang menyanggah 
perekonomian nasional. 
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BAB V 
PENUTUP 
V. 1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka secara taktis 
penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa strategi pemberdayaan usaha 
mikro, kecil, dan menengah oleh Dinas Koperindag Kabupaten Maros tidak 
berjalan optimal. Strategi yang telah dirumuskan bahkan sudah diimplementasikan 
sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi, pemberdayaan UMKM tersebut masih 
dihadapkan pada berbagai persoalan yang menghambat terlaksananya 
pengembangan usaha tersebut. Terutama paradigma masyarakat sebagai pelaku 
usaha yang cenderung masih pragmatis dalam memandangan strategi 
pemberdayaan yang dirumuskan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Maros. 
Sehingga secara garis besar pemberdayaan UMKM di Kabupaten Maros dapat 
dikatakan belum berjalan optimal.  
Adapun hasil penelitian fase inisial menunjukkan bahwa secara keseluruhan 
Dinas Koperindag Kabupaten Maros telah menyusun formulasi strategi dalam 
memberdayakan sekaligus  mengembangkan UMKM melalui pelatihan, 
penyuluhan, dan kebijakan. Sedangkan pada fase partisipatoris menunjukkan 
tingkat partisipasi masyarakat dalam program ataupun kegiatan yang 
dilaksanakan oleh Dinas Koperindag Kab. Maros cukup tinggi. Ini ditandai dengan 
minat dan keikutsertaan pelaku-pelaku UMKM yang besar pada tiap 
pelatihan/penyuluhan yang diadakan. Sementara fase emansipatoris 
menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di Kabupaten Maros pada fase ini 
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sudah semakin berkembang dengan jumlah asset, volume, dan sisa hasil usaha 
yang cukup besar 
V. 2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran kepada 
seluruh pihak yang bertanggungjawab terhadap pengembangan dan 
pemberdayaan UMKM di Kabupaten Maros. Adapun saran yang dimaksud adalah 
sebagai berikut : 
1. Dinas Koperindag sebagai penanggungjawab dalam pengembangan dan 
pemberdayaan UMKM di Kabupaten Maros seharusnya menyediakan 
sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pelaksanaan pelatihan 
ataupun penyuluhan dapat berjalan optimal dan menghasilkan output 
yang sesuai dengan harapan.  
2. Masyarakat sebagai pelaku UMKM seharusnya membuka pemikiran 
untuk tidak bersikap pragmatis dalam menerima pemberdayaan yang 
diberikan pemerintah. Dengan adanya pelatihan maupun penyuluhan 
sebaiknya digunakan sebagai kesempatan dalam memperoleh ilmu dan 
pengetahuan terkait pengembangan produk usaha yang lebih inovatif dan 
berdaya saing. 
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VISI DAN MISI DINAS KOPERINDAG  
VISI  
 
 
 
MISI 
Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 
 Meningkatkan kualitas SDM, kelompok-kelompok usaha tradisional dalam 
lembaga bidang usaha, sehingga mampu mengolah usahanya dengan baik . 
 Pengembangan koperasi yang tangguh sebagai sokoguru perekonomian 
daerah yang melibatkan Industri, Perdagangan dan UKM. 
 Menggerakkan Pengusaha Kecil membentuk kelompok usaha berdasarkan 
Komoditi unggulan daerah melalui Subsidi kebutuhan dasar, Bantuan Kredit 
dan Bantuan Modal Kerja. 
 Meningkatkan aktivitas dan kuantitas Industri dan Perdagangan untuk 
Pengembangan Kemitraan Usaha. 
 Memberikan kemudahan-kemudahan di sektor Perizinan dalam rangka 
mengembangkan lembaga keuangan yang ada di daerah. 
 Meningkatkan kemampuan keterampilan, daya saing Para Industri Rumah 
Tangga. 
 Peningkatan/Pengembangan usaha agar dapat tercipta satu produk unggulan 
di setiap Kecamatan yang di kelola oleh Koperasi. 
 Mewujudkan Kabupaten Maros sebagai Kabupaten Koperasi.
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